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ABSTRAK 
 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
IMPLEMENTASI DISIPLIN APARATUR SIPIL 
NEGARA  
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Lampung Utara) 
 
Oleh 
Nurfadhil Putra 
 
Sistem pemerintahan dan penyelenggaraan 
pembangunan nasional yang baik dan teratur sangat 
tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara. Aparatur 
Sipil Negara di dalam hukum Islam diwajibkan untuk taat 
dan patuh terhadap aturan dan perintah yang dibuat oleh 
pemimpin. Karena Aparatur Sipil Negara sebagai unsur 
utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan 
terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam 
pelaksanaan pemerintahan dengan tugas dan fungsinya 
masing-masing sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang 
nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Maka 
diharapkan Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas 
dan perannya secara professional (itqan) sehingga dapat 
mencapai tujuan bersama dengan maksimal.    
 Permasalahan penelitian: (1) Bagaimana Implementasi 
Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Lampung Utara ? (2) Bagaimana Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil 
Negara di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung 
Utara?        
  Tujuan Penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(field research) dan sifat penelitiannya deskriptif, sumber 
datanya berasal dari hasil penelitian lapangan dan 
kepustakaan. Adapun tehnik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara langsung antara peneliti dengan 
narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. 
 Pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan 
sistemating.      
 Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Hukum Islam 
terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yaitu 
ASN diibaratkan sebagai tabiin (pengikut), tabiin diharuskan 
taat kepada pemimpin (ulil amri). Dalam hal ini pemimpin 
(ulil amri) diharapkan melakukan pengawasan melekat 
terhadap pengikutnya, sehingga ASN dapat menjalankan 
tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur yang 
sudah ada. Pemimpin juga diharapkan dapat memberikan 
reward (penghargaan) kepada ASN yang disiplin sebagai 
cara untuk memotivasi pegawai agar bersikap disiplin. 
Adapun mengenai Disiplin ASN telah diterapkannya 
Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin 
Pegawai Negeri Sipil sejak peraturan tersebut berlaku, 
terbukti dengan adanya sanksi terhadap ASN yang melanggar 
ketentuan kedisiplinan. Tetapi pelanggaran kedisiplinan akan 
terus selalu terjadi bila tidak adanya kesadaran dari diri ASN 
itu sendiri mengenai sikap amanah.  
Sikap amanah harus menjadi prinsip dari ASN karena 
didalam sikap amanah dapat memberikan suatu kebaikan 
bagi ASN itu sendiri. Bila semua ASN memiliki sikap 
amanah, akan dapat dipastikan mereka dapat berlaku disiplin 
yang nantinya akan memberi pelayanan yang berkualitas bagi 
masyarakat. 
 
  
  
 
  
   
  
 
MOTTO  
 
                  
  (ةدجسلا  (       
Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami 
ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat 
Kami (Q.S. As-Sajdah:24)
1
 
 
 
  
                                                             
1
 Departemen Agama Qur‟an Surat As- Sajdah ayat 24,  
Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur‟an, Al-Qur‟an dan 
Terjemahnya, Depag RI, 2000, h.589. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
             Guna memperjelas persepsi pokok bahasan, maka perlu 
penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung 
didalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah “Tinjauan 
Hukum Islam TerhadapImplementasi Disiplin Aparatur 
Sipil Negara (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Lampung Utara)”. 
       Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan 
sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut: 
       “Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 
kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan 
penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif 
untuk memecahkan suatu persoalan.”2 
       Hukum Islam, merupakan koleksi daya upaya para ahli 
hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan 
masyarakat
3
. 
       Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 
dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan 
terperinci. Biasanya implementasi dilakukan setelah 
perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Guntur 
Setiawan, implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling 
menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan 
untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana dan 
birokrasi yang efektif.
4
 
       Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap 
nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya.
5
 
                                                             
2
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2008), h. 157.  
3
Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 3 
4
Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembanguna, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2004), h. 39. 
5
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Jakarta :  Balai Pustaka,2008), h. 35. 
        Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum 
dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor. 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perubahan atas 
Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri:  
1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. 
2. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil 
dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
Jadi, Disiplin Aparatur Sipil Negara (DASN) adalah 
kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban 
dan menjauhi larangan yang ditentukan dalam peraturan 
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi 
hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 
1 ayat (1).
6
 
 
B. Alasan Memilih Judul 
       Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis 
terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya 
ilmiah, antara lain:  
1. Alasan Objektif 
a. Pada era reformasi sekarang ini tingkat kedisiplinan 
Aparatur Sipil Negara mendapat sorotan dari 
pemerintahan serta masyarakat. Banyak ditemukan 
pegawai yang belum berupaya meningkatkan 
kedisiplinan dalam kinerja Aparatur Sipil Negara. 
                                                             
6
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri 
Sipil 
  
 
Sehingga kritikan untuk meningkatkan kedisiplinan 
Aparatur Sipil Negara masih saja di dapat. 
b. Kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Menurut Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 
masih perlu dibahas karena untuk mengetahui 
bagaimana Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara 
(ASN) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung 
Utara. 
c. Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Lampung Utara sering terlihat 
berkeliaran di jam kerja. 
2. Alasan Subjektif 
a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang 
membahas pembahasan ini dalam UIN Raden Intan 
Lampung, dan permasalahan ini sangat memungkinkan 
untuk dibahas dan diteliti karna tersedianya literatur yang 
menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini. 
b. Pembahasan ini sesuai dengan keilmuan penulis sehingga 
memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan 
tentang permasalahan ini. 
C. Latar Belakang Masalah 
       Sebagaimana kita ketahui kedudukan dan peran Aparatur 
Sipil Negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 
pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan 
nasional.Kelancaran penyelenggaraan tugas dan 
pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan 
aparatur Negara khususnya Aparatur Sipil Negara. Karena itu, 
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni 
mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, 
demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan 
Aparatur Sipil Negara yang merupakan unsur aparatur negara 
yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus 
menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada 
 masyarakat dengan dilandasi kesetiaan kepada pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Kemajuan sebuah Negara 
bergantung pada program pembangunan di berbagai bidang 
yang harus terus dilakukan, hal tersebut dapat berjalan dengan 
baik apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
yang berkualitas. ASN sebagai unsur utama sumber daya 
manusia yang mempunyai peranan terhadap keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.Hal ini 
bahwa ASN menjadi tumpuan dalam 
pelaksanaanpemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
masing-masing
7
. Dengan demikian Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) merupakan salah satu element penting yang 
menjadi ujung tombak dari pemerintah, idealnya dalam 
melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat harus sesuai 
dengan kaidah good and clean governance dimana baik 
semua element termasuk pegawai wajib menjalankan tugas 
dan fungsinya dengan profesional, baik dan bersih sehingga 
pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat dapat sesuai 
dengan kualitas pelayanan yang diharapkan.
8
 
       Dalam ajaran Islam, sikap professional itu dapat 
dikaitkan dengan pengertian “itqon” yang berasal dari kata 
yang seakar dengan “taqwaa”. Dalam salah satu hadits nabi 
dikatakan : 
 
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT 
mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqân 
                                                             
7
Dessler Gary,Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 
1997), h .329. 
8
http://jatimprov.go.id/read/profil/satuan-kerja-perangkat-daerah (diakses 
tanggal 10 Mei 2017, Pukul 20:00 wib) 
  
 
(profesional) dalam pekerjaannya.” (HR Baihaqi dari 
„Aisyah r.a.).9 
       Islam meninjau bahwa setiap manusia itu harus tetap 
dijalan yang benar, manusia dituntut untuk saling menasehati 
didalam kebenaran, hal ini juga berkaitan dengan masalah 
disiplin. Surat al – Ashr ayat 3 yang berbunyi: 
                  
    ) رصعلا:٣) 
Artinya : “kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 
mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran”10.  
       Dan didalam Islam juga sudah terdapat hadits tentang 
pekerja yang harus memiliki sikap amanah, hal ini dijelaskan 
pada Firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang 
berbunyi: 
                
    (لفنلاا:٢٧)         
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 
janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Q.S. Al-
Anfal :27).
11
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        Selain itu keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) sebagai alat pemerintah dalam mewujudkan tujuan 
daerah maupun nasional. Ketidak efektifan dari pelayanan 
sangat mempengaruhi kemajuan dari suatu daerah maupun 
Negara. Tentunya pelayanan yang baik menjadi tolak ukur 
terhadap efektifitas dari kinerja pegawai ASN. Setiap instansi 
mengharapkan pegawainya mampu melaksanakan tugas 
secara efektif, efisien dan profesional serta memiliki daya 
saing untuk menghasilkan pelayanan masyarakat sesuai 
dengan keinginan masyarakat. Kedudukan ASN sangat 
penting dalam menentukan berhasil tidaknya misi dari 
pemerintah tergantung dari Aparatur Sipil Negara dalam 
menyelenggarakan pemerintahan dan mewujudkan cita-cita 
pembangunan nasional.
12
 
       ASN sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 
dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara yaitu: 
1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai Negeri 
Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah. 
2. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
       Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa jenis 
Aparatur Sipil Negara terdiri dari 2 jenis yaitu Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK).  
       Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan 
pemerintah sesuai dengan tugas, dan fungsi masing-masing. 
Ironisnya kualitas kerja dan disiplin kerja ASN di Dinas 
                                                             
12
EffendiSofyan, Manajemen Pelayanan Umum, (Surabaya: Usaha 
Nasional,1997), h.24. 
  
 
Pekerjaan Umum Lampung Utara secara umum masih 
tergolong rendah. Sosok ASN yang mampu memainkan 
peranan tersebut adalah ASN yang mempunyai kompetensi 
yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja 
yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan 
kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan 
bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya 
sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat 
persatuan dan kesatuan bangsa.
13
 
       Menurut peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat (1) 
adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk mentaati 
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang 
apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 
Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 telah diatur tentang kewajiban Aparatur Sipil Neagara. 
Dan di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 terdapat pula tentang larangan yang tidak boleh 
dilanggar oleh Aparatur Sipil Negara. 
       Pegawai yang tidak mematuhi disiplinakan mendapatkan 
sanksi sesuai dengan tindakan indisipliner yang dilakukan 
oleh pegawai, mulai dengan teguran secara lisan, peringatan 
tertulis sampai dengan pemberhentian.
14
 
       Permasalahan yang sedang dihadapi Pegawai ASN di 
Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara pada umumnya 
masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan, dari 176 
pegawai  terdapat 3 orang yang tidak mematuhi peraturan 
kedisiplinan yaitu tidak masuk kerja selama bertahun-tahun 
sehingga dapat menghambat kelancaran dalam bekerja. 
Seharusnya Aparatur Sipil Negara menjadi teladan bagi 
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 masyarakat agar masyarakat dapat percaya terhadap peran 
ASN.
15
 
       Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan 
berwibawa harus diawali dengan implementasi disiplin ASN 
dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara 
khususnya bagi ASN. Implentasi seharusnya bagian dari 
tujuan utama di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara. Jika 
dilaksanakan dengan tepat maka mampu meningkatkan 
disiplin kerja, kepuasan kerja dan kinerja pegawai. 
       Implementasi disiplin akan membuat seluruh yang 
terlibat dalam organisasi mampu berjalan sesuai dengan 
aturan yang sudah ditentukan.
16
 
       Upaya meningkatkan kedisiplinan tersebut Pegawai 
Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintahan dan abdi 
masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas 
yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun 
kenyataan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintah di 
Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara masih melakukan 
pelanggaran disiplin yang menimbulkan ketidak efektifan 
kinerja pegawai yang bersangkutan. 
 
D. Rumusan Masalah 
     Berdasarkan latar belakang, agar diperoleh pembahasan 
yang konsisten mengenai obyek material yang dikaji. Maka 
masalah yang menjadi perhatian dalam penulisan skripsi ini 
adalah: 
1. Bagaimana Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara 
di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi 
Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Lampung Utara? 
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E. Tujuan dan Manfaat penelitian 
1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi Disiplin 
Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Lampung 
Utara. 
b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam 
terhadap Implementasi disiplin Aparatur Sipil Negara. 
 
2. Manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain: 
a. Manfaat Teoritis 
1). Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara 
terkait dengan Hukum Kepegawaian di Indonesia. 
2). Bagi mahasiswa dapat dijadikan acuan atau 
referensi untuk penelitian berikutnya. 
b. Manfaat Praktis 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 
pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk 
meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara bagi 
Kepala Dinas maupun pegawai di Dinas Pekerjaan 
Umum Lampung Utara dan peneliti khususnya dapat 
mengetahui bagaimana Implementasi Disiplin Aparatur 
Sipil Negara Dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di kabupaten Lampung Utara. Agar dapat 
menjadi masukan untuk Dinas pekerjaan Umum 
Lampung Utara maupun pihak terkait agar adanya 
pembenahan Sistem Kedisiplinan Aparatur Sipil 
Negara. 
 
F. Metode Penelitian 
       Dalam suatu penelitian, mutlak diperlukan suatu metode 
yang untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga dapat di 
uji kebenarannya, dan untuk mempermudah mendapatkan 
data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas, 
sehingga penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
        Metode dalam suatu penelitian merupakan hal  yang 
sangat esensial, sebab dengan adanya metode akan dapat 
memperlancar penelitian. Dalam penelitian, penulis 
menggunakan metode : 
1.  Jenis Penelitian 
       Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 
dilakukan dilapangan langsung atau pada responden.
17
 
Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode wawancara kepada responden 
2.  Sifat penelitian 
       Dilihat dari sifatnya, penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini bersifat deskriptif (menggambarkan), 
yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data 
yang telah ada.  
Data-data yang didapat diambil sebagai rujukan 
untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk 
menunjang dalam pembahasan. Bentuk penelitian deskriptif 
yang  digunakan yaitu studi analisis kritis, yaitu penelitian 
yang berusaha mencari pemecahan melalui Tinjauan 
Hukum Islam mengenai disiplin kerja Aparatur Sipil 
Negara. 
3. Data dan Sumber data 
       Jenis ini termasuk study Lapangan (field research) 
maka data utama diperoleh dari sumber aslinya langsung, 
atau dari para responden yaitu Berasal dari Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Lampung Utara.  
a. Data primer 
       Data primer adalah suatu data yang diperoleh 
peneliti dari sumber aslinya secara langsung.
18
 Data ini 
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diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara yang 
ada kaitannya dengan penelitian ini. 
b. Data sekunder 
       Sedangkan data sekunder adalah kesaksian atau data 
yang tidak berkaitan dengan sumber aslinya.
19
 Data 
sekunder dapat berupa melakukan kajian pustaka, yang 
bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, koran, 
internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
       Dengan demikian data sekunder adalah sebagai data 
pelengkap yang tidak menutup kemungkinan untuk 
mempergunakan data-data pendukung lainya demi 
kesempurnaan kajian skripsi ini. 
4. Teknik pengumpulan data 
       Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 
informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 
penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode sampling, yang mana metode sampling yaitu 
metode  dengan jalan mencatat sebagian kecil dari populasi 
atau dengan kata lain mencacat sampelnya saja.
20
 teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 
a. Wawancara  
       Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini 
adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara 
hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan 
diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara 
berlangsung mengikuti situasi.
21
 
       Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh 
data tambahan dan memperkuat hasil kuesioner dalam 
penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti 
menggunakan metode wawancara santai (tidak 
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 terstruktur)  dengan beberapa orang yang memang 
berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan 
mengenai permasalahan yang peneliti ambil. 
b. Observasi 
       Pengamatan dan pencatatan fenomena–fenomena 
yang diselidiki
22
. Dengan hasil observasi ini, 
dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam 
memetakan pertanyaan-pertanyaan yang akan 
ditanyakan kepada sejumlah responden. 
 
c. Dokumentasi  
Yaitu pengumpulan data dengan melihat atau 
mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini 
dilakukan dengan melihat dokumen sepeti monograf, 
catatan serta buku-buku yang ada.
23
 
5. Populasi dan Sampel 
       Populasi adalah generalisasi yang terdiri terdiri atas 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diteliti 
dalam penilitian ini adalah Aparatur Sipil Negara di Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yang 
berjumlah 176 orang. 
       Sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk 
menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar. Yang 
menjadi sampel pada penelitian ini adalah kepala dinas, 
sub bagian umum, kabag humas, staff pegawai Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan teknik, Sampling 
Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu
24
. Teknik ini paling cocok 
digunakan untuk penelitian kualitatif yang tidak 
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melakukan generalisasi.  
Misalnya penelitian tentang kinerja Aparatur Sipil Negara, 
maka sampel sumber datanya adalah orang yang 
mempunyai jabatan tertentu dalam tugas kedinasan.   
6. Metode Pengolahan Data 
       Pengolahan data adalah suatu proses dalam 
memperoleh data ringkasan denganmenggunakan cara-
cara atau rumus rumus tertentu. Data yang telah 
dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada 
umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang 
telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang 
masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
25
 
b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban–jawaban 
dari pada responden kedalam kategori-kategori,
26
 atau 
memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis 
sumber data atau urutan rumusan masalah. 
c. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara 
teratur berurutan dan sistematis. 
d. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan 
masalah.
27
 
       Setelah data terkumpul, dikoreksi, dievaluasi dan 
diolah yang sesuai dengan permasalahan. Setelah itu 
memberikan catatan khusus berdasarkan sumber data dan 
rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur 
sehingga menjadi sebuah pembahasan yang dapat 
dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis 
sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan 
demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari 
penelitian. 
7. Analisis data Data  
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        Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen 
penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab 
dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis 
data ini digunakan untuk mengolah data yang telah 
ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang 
nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil 
kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. 
       Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan 
memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan 
menggunakan analisa kualitatif yang bersifat induktif 
yaitu suatu analisis  berdasarkan data yang diperoleh. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode 
deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil 
penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya 
tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara 
peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu 
keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada 
untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan 
masalah
28
. 
       Dalam menganalisis, peneliti mula-mula 
mengumpulkan data yang di dapat dari hasil wawancara 
dengan menggunakan analisa kualitatif dan dibantu 
dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan 
permasalahan skripsi ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Definisi Aparatur Sipil Negara dalam  Hukum Islam 
       Aparatur Sipil Negara di dalam Hukum Islam di 
istilahkan dengan tabi‟in (pengikut). Dimana tabi‟in 
diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan 
yang dibuat oleh ulil amri (pemimpin). Sebagaimana manusia 
dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-aturan atau 
tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan 
sesuai dengan aturan yang ada. Apabila seseorang tidak dapat 
menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu 
akan membuat kita sendiri sengsara, oleh karena itu kita 
hendaknya dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu 
dengan baik, termasuk waktu di dalam bekerja. Islam juga 
memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap 
peraturan Allah yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan 
firman Allah dalam surat Huud ayat 112 : 
                       
       
     
Artinya: “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, 
sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang 
yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu 
melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan” (QS.Huud : 112)29 
       Dari ayat di atas menunjukkan bahwa, disiplin bukan 
hanya tepat waktu saja, tetapi juga patuh pada peraturan-
peraturan yang ada. Melaksanakan yang diperintahkan dan 
meninggalkan segala yang dilarang-Nya. Di samping itu juga 
melakukan perbuatan tersebut secara teratur dan terus 
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 menerus walaupun hanya sedikit. Karena selain bermanfaat 
bagi kita sendiri juga perbuatan yang dikerjakan secara rutin 
dicintai Allah walaupun hanya sedikit. 
       Disiplin kerja merupakan sifat dan sikap terpuji yang 
menyertai kesabaran, ketekunan dan lain-lain. Orang yang 
tidak mempunyai sikap disiplin kerja sangat sulit untuk 
mencapai tujuan. Maka setiap pribadi mempunyai kewajiban 
untuk membina melalui latihan, misalnya di rumah atau di 
masyarakat.  
       Sikap disiplin pribadi seseorang di dalam bekerja, 
tercermin dalam kedisiplinan penggunaan waktu, baik waktu 
dalam bekerja, serta mentaati tata tertib atau yang sudah 
ditetapkan.   
       Seseorang dalam hal ini, hendaknya memiliki self 
discipline, apabila ia berhasil memindahkan nilai-nilai moral 
yang bagi orang Islam terkandung dalam rukun iman. Iman 
berfungsi bukan hanya sebagai penggalak tingkah laku bila 
berhadapan dengan nilai-nilai positif yang membawa kepada 
nilai keharmonisan dan kebahagiaan masyarakat. Iman juga 
berfungsi sebagai pencegah dan pengawas bila berhadapan 
dengan nilai-nilai yang menyimpang, sehingga segala 
perbuatan seolah-olah ada yang mengawasi. Jadi kita akan 
dapat bertindak secara hati-hati.
30
 
 
B. Prinsip-Prinsip Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam 
Islam 
       Aparatur Sipil Negara memiliki tugas sebagai pelayan 
publik yang baik tanpa pandang bulu, dituntut memiliki 
integritas tinggi dalam bekerja, sehingga mendapat 
kepercayaan masyarakat. Aparatur Sipil Negara sebagai 
pelaksana dan merumuskan kebijakan publik dengan 
memprioritaskan kepentingan publik, bertugas mempererat 
dan mempersatu bangsa, hingga menciptakan suasana yang 
kondusif, nyaman dan damai dilingkungan pelayanan publik. 
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       Sumber daya manusia yang berkinerja dengan baik akan 
memudahkan organisasi mencapai visi, misi, dan tujuannya. 
Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang 
penting diperhatikan oleh organisasi, karena sumber daya 
manusia dengan kinerja yang baik diperlukan dalam 
menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. 
Tanpa adanya sumber daya manusia dengan kinerja yang baik 
maka akan sulit bagi sebuah organisasi unntuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. 
       Dalam ajaran Islam, sikap professional itu dapat 
dikaitkan dengan pengertian “itqon” yang berasal dari kata 
yang seakar dengan “taqwaa”. Dalam salah satu hadits nabi 
dikatakan : 
 
 Artinya: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah 
SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia 
itqân (profesional) dalam pekerjaannya.” (HR Baihaqi dari 
„Aisyah r.a.).31 
Pengertian „itqon‟ ini tidak lain identik dengan 
pengertian professional dalam pengertian ilmu manajemen 
modern. Hanya dengan sikap itqon itulah sesuatu pekerjaan 
dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Karena itu, prinsip 
profesionalisme ini sangat ditekankan dalam praktik 
manajemen didunia modern dewasa ini.
32
  
Dalam sikap professional Aparatur Sipil Negara dituntut 
Untuk mematuhi ketentuan dan ketaatan pada pemimpin (ulil 
amri). Hal ini telah disampaikan pada firman Allah SWT 
dalam surat An-Nisa Ayat 59 tentang ketaatan pada 
pemimpin. 
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Jimly Asshiddiqie, Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintah 
Yang Bersih Dan Berwibawa (Orasi dalam rangkasilaturahmi Dewan Dakwah 
Islamiyah Indonesia (DDII), di Jakarta, Ahad, 25 september 2011).h.72. 
                  
                     
                    
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian 
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya.(Q.S.An-Nisa:59)
33
 
       Sikap professional akan menentukan hasil dari pekerjaan 
yang ia lakukan, apabila ia melakukan pekerjaan sesuai 
dengan apa yang diperintah dan menjalankannya dengan 
baik, maka dia akan mendapatkan balasan apa yang sesuai ia 
kerjakan, jika ia mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturan 
maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula, dan bila ia 
mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan maka 
hasil yang di dapatkan juga tidak akan baik hasilnya. Hal ini 
dijelaskan dalam Islam yang terdapat pada surat Al-Zalzalah 
ayat 7-8 : 
                      
       ( ةلزلزلا : 
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  Artinya: 7). Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan 
seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. 
8). dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 
dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. 
       Dalam pemerintahan Islam Aparatur Sipil Negara dapat 
di istilahkan sebagai tabi‟in (pengikut), dan kepala dinas di 
istilahkan sebagai ulil amri (pemipin). Taat kepada ulil amri 
adalah kewajiban dari tabi‟in atas perintah dan aturan yang 
dibuat oleh ulil amri, tetapi tidak semua aturan dan perintah 
wajib diikuti dan ditaati oleh tabi‟in. Apabila perintah dan 
aturan yang dibuat untuk membawa kemaslahatan maka wajib 
hukumnya bagi tabi‟in untuk taat terhadap aturan tersebut, 
dan tidak wajib hukumnya bagi tabi‟in mentaati atas aturan 
dan perintah yang dapat membawa keburukan. Hal ini sesuai 
dengan hadits Nabi yang berbunyi: 
 
Artinya: Dari Ibn Umar ra., dari Nabi Saw., sesungguhnya 
bliau bersabda : “Seorang Muslim wajib mendengar dan 
taat terhadap perintah yang disukai maupun tidak 
disukainya. Kecuali bila diperintahkan mengerjakan 
kemaksiatan, maka ia tidak wajib mendengar dan taat”(HR 
Bukhari)
35
 
       Secara kontekstual hadits diatas dapat diartikan dalam 
berbagai dimensi. Dalam sebuah komunitas, masyarakat dan 
agama setiap manusia memiliki sistem yang mengatur mereka 
maka wajar sebagai bagian dari sistem tersebut untuk 
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 mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Namun ketaatan 
tersebut tidak serta merta menjadi sikap yang selalu taklid 
terhadap pemimpin. Dalam Islam diajarkan tidak 
diperbolehkan taat atau mematuhi pemimpin kecuali dalam 
batas-batas yang telah dijelaskan Allah dalam al-Qur‟an dan 
Hadits bahwa tidak wajib mematuhi seorang pemimpin 
melainkan karena Allah. 
Islam adalah agama yang meletakan dan menekankan 
nilai-nilai profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang 
dilakukan oleh umatnya, lantaran professional juga 
merupakan ciri implementasi dari tingkatan seseorang yang 
mencapai maqam (tingkatan) ihsan. 
Disisi lain kepemimpinan dipandang sebagai amanah, 
perkara berat yang kelak dimintai pertanggungjawaban 
dihadapan Allah. Demikian beratnya sampai-sampai alam 
semesta menolak tawaran amanah ini. 
      Sebagaimana firman Allah SWT:  
                     
                 
   
 
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah 
kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Semuanya enggan 
untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan 
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat 
bodoh.”(QS. Al-Ahzab (33) : 72).36 
    Dan tanggung jawab pemimpin juga dijelaskan dalam 
hadits bukhari yang berbunyi : 
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Artinya : “Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar 
rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin 
dan akan diminta pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta 
pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. 
Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang 
dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga 
suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan 
tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga 
yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga 
akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian 
pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) 
darihal hal yang dipimpinnya.” (HR Bukhari)37 
Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika 
kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis ini dijelaskan 
bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah 
tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini 
disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, 
mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-
                                                             
37 Terjemah  Hadits  Shahih Bukhari Jilid I, (Jakarta :Penerbit Widjaya, 1992),  
h. 264. 
 kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami 
bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertangung 
jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan betanggung 
jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab 
kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur 
bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. 
    Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata 
bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan 
tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. 
Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di 
sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk 
mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. 
Karena kata ra „a sendiri secara bahasa bermakna gembala 
dan kata ra-„in berarti pengembala. Ibarat pengembala, ia 
harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat 
berteduh binatang gembalanya. Singkatnya, seorang 
penggembala bertanggung jawab untuk mensejahterakan 
binatang gembalanya.  
Keberhasilan kinerja Aparatur Sipil Negara secara 
kuantitas maupun kualitas memerlukan perhatian dan 
keseriusan dari Aparatur Sipil Negara itu sendiri untuk dapat 
meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam 
menunjang keberhasilan organisasi atau lembaga tertentu. 
Adapun upaya meningkatkan kinerja yang sinergis, setiap 
Aparatur Sipil Negara dituntut untuk dapat bersikap itqan 
(professional) dalam melakukan setiap pekerjaan dan 
mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan oleh ulil amri 
sebagai mana yang tertuang dalam Surat An-Nisa Ayat 59 
yaitu ketaatan pada pemimpin untuk meningkatkan kualitas 
kerja Aparatur Sipil Negara (tabi‟in).  
Kinerja berasal dari pengertian performance, yaitu 
sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang 
melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 
tersebut.
38
 
                                                             
38
Wibowo, Manajemen Kinerja ( Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2011), h.7. 
  
 
Kinerja Aparatur Pemerintah ini yang diharapkan 
mengalami adanya perubahan ke arah yang lebih baik 
dengan adanya prinsip-prinsip Good Governance, khususnya 
dalam memberikan pelayanan administrasi. 
 
C. Aparatur Sipil Negara di Indonesia 
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara 
       Aparatur Sipil Negara yang terdapat di dalam 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan 
masalah hubungan Pegawai Negeri dengan hukum 
(administrasi), sedangkan yang terdapat dalam pasal 3 
berkaitan dengan masalah hubungan Aparatur Sipil 
dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan Aparatur 
Sipil Negara. Pengertian stipulatif Aparatur Sipil Negara 
adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam satu jabatan Negeri atau diserahi 
tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan digaji menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
       Pada pasal 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri 
adalah unsur Aparatur Negara, abdi negara, dan abdi 
masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan 
kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, 
dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan 
dan pembangunan. 
       Pengertian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya di singkat 
ASN, yaitu sebagai berikut: 
1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai 
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 
 2. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.
39
 
       Selanjutnya pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil 
Terdiri dari: 
a. PNS dan 
b. PPPK. 
       Pada pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan PNS dan 
PPPK yaitu: 
a. PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a 
merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan memiliki Nomor induk pegawai 
secara nasional. 
b. PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b 
merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 
kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-
Undang.
40
 
2.  Nilai dasar Serta Kode Etik dan Kode Prilaku Aparatur 
Sipil Negara 
       Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara yaitu: 
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a. Memegang teguh ideologi Pancasila. 
b. Setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan 
yang sah. 
c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 
d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak 
berpihak. 
e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 
f. Meciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif. 
g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang 
luhur. 
h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya 
kepada publik. 
i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan 
dan program pemerintah. 
j. Memberikan layanan kepada publik secaraa jujur, 
tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil 
guna, dan santun. 
k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 
l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama. 
m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong 
kinerja pegawai. 
n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan 
o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang 
demokratis sebagai perangkat sistem karier. 
1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu 
bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan 
Aparatur Sipil Negara. 
2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar 
Pegawai Aparatur Sipil Negara: 
a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, 
bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. 
b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan 
disiplin 
 c. Melayani sikap hormat, sopan, dan tanpa 
tekanan. 
d. Melaksnakan tugasnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah 
atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak 
bertentangan dengnan ketentuan peraturan 
Perundang-undangan dan etika pemerintahan. 
f.   Menjaga kerahasiaan yang menyangkut 
kebijakan Negara 
g. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara 
secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 
h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan 
dalam melaksanakan tugasnya. 
i. Memberikan informasi secara benar dan tidak 
menyesatkan kepada pihak lain yang 
memerlukan informasi terkait kepentingan 
kedinasan. 
j. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, 
tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk 
mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat 
bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 
k. Memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil 
Negara dan selalu menjaga reputasi dan integrasi 
Aparatur Sipil Negara dan 
l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur 
Sipil Negara. 
3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
41
 
3. Kewajiban dan Larangan Aparatur Sipil Negara. 
       Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara tentu harus 
menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya 
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seperti yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010. Mengenai kewajiban-kewajiban 
Pegawai Negeri juga diatur Undang-Undang Pokok 
Kepegawaian yaitu: 
a. ASN wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila 
Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, 
serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan 
negara Kesatuan Republik Indonesia. 
b. ASN wajib mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas 
kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh 
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 
c. ASN wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya 
dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas 
perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-
Undang. 
       Kewajiban bagi ASN menurut Pasal 3 Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebagai berikut: 
1. Mengucapkan sumpah atau janji Aparatur Sipil Negara. 
2. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan. 
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik indonesia, dan Pemerintah. 
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan 
kepada ASN dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan 
tanggung jawab. 
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, 
danmartabat ASN. 
7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada 
kepentingan sendiri, seseorang, danatau golongan. 
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau 
menurut perintah harus dirahasiakan. 
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat 
untuk kepentingan Negara. 
 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau 
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang 
keamanan, keuangan, dan materil 
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik 
negara dengan sebaik-baiknya. 
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada 
masyarakat. 
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 
mengembangkan karier. 
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang. 
       Mengenai larangan bagi Aparatur Sipil Negara diatur 
dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010tentang Peraturan Disiplin Pegawai NegeriSipil, yaitu : 
1.   Menyalahgunakan wewenang 
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan 
pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan 
kewenangan orang lain. 
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja 
untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi 
internasional 
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau 
lembaga swadaya masyarakat asing. 
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, 
menyewakan, atau meminjamkan barang barang baik 
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat 
berharga milik negara secara tidak sah 
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman 
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di 
luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk 
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan negara 
  
 
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu 
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak 
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat 
dalam jabatan. 
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari 
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan 
atau pekerjaannya. 
9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu 
tindakan yang dapat menghalangi atau 
10. Mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga 
mengakibatkan kerugian bagi yangdilayani. 
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan 
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden atau 
Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan cara: 
a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye. 
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan 
atribut partai atau atribut ASN. 
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan 
ASN lain dan atau. 
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan 
fasilitas Negara. 
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden atau 
Wakil Presiden dengancara: 
a. Membuat keputusan dan atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu 
pasangan calon selama masa kampanye atau 
b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang 
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 
unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan 
Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah atau 
 Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat 
dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau 
Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan 
perundang-undangan dan 
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah 
atau Wakil Kepala Daerah dengan cara: 
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk 
mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil 
Kepala Daerah. 
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan 
dalam kegiatan kampanye. 
c. Membuat keputusan dan atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu 
pasangan calon selama masa kampanye dan atau. 
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang 
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, dan masyarakat.
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4. Disiplin Aparatur Sipil Negara. 
       Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sadar akan 
tanggung jawabnya adalah mereka yang taat akan 
kewajiban dan tidak melakukan apa yang dilarang untuk 
dilakukan. Dengan maksud untuk mendidik dan membina 
Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan 
pelanggaran atas kewajiban dan larangan akan dikenakan 
sanksi, berupa hukuman disiplin. 
       Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 1 ayat 
1 yang dimaksud dengan Disiplin Aparatur Sipil Negara 
adalah Kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati 
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 
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dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan 
Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar 
dijatuhi hukuman disiplin ini merupakan pengaturan 
kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak 
ditaati atau larangan dilanggar oleh ASN. 
       Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwenang menghukum, atas hasil penelitian yang 
saksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka 
melanggar kewajiban dan larangan yang ditentukan, harus 
setimpal dengan pelanggaran disiplin sehingga dapat 
diterima oleh rasa keadilan. Apabila hukuman disiplin 
dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi 
hukuman sebagai tindakan yang tidak adil, maka ia dapat 
mengajukan keberatan kepada pejabat atasan, dan dalam 
hal-hal tertentu dapat disampaikan kepada Badan 
Pertimbangan Kepegawaian. 
       Hukuman disiplin diberikan tidak lain adalah untuk 
memperbaiki serta mendidik ASN itu sendiri, serta untuk 
melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas 
kedinasan secara baik. Hukuman disiplin dapat dibagi 
menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan 
sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, 
serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang 
dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
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5. Hukuman  Terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil 
Negara. 
       ASN yang tidak melakukan kewajiban dan 
melakukanperbuatan yang dilarang sebagaimana diatur 
dalam Peraturan PemerintahNomor53 Tahun 2010, 
dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin PNSdan 
tentu saja harus mendapatkan hukuman disiplin. 
       Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki 
dan mendidik ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. 
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 Karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum 
sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa 
lebih dahulu ASN yang melakukan pelanggaran 
disiplin.Terhadap ASN yang disangka melakukan 
pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan 
pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah ASN yang 
bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. 
Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar 
belakang serta hal-halyang mendorong pelanggaran 
disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh 
pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain 
yangditunjuk. 
       Apabila pejabat pada waktu memeriksa Aparatur Sipil 
Negara yang disangka melakukan pelanggaran disiplin 
berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya 
hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah di luar 
wewenangnya, maka pejabat tersebut wajib melaporkan 
hal itu kepada pejabat yang berwenang menghukum yang 
lebih tinggi. Laporan tersebut disertai dengan hasil-hasil 
pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang diperlukan. 
Pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi 
wajib memperhatikan dan mengambil keputusan atas 
laporan itu. 
       Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, 
atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang melanggar 
ketentuan peraturan disiplin PNS, baik di dalam maupun 
diluar jam kerja.PNS dinyatakan melanggar peraturan 
disiplin apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau 
perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar 
ketentuan mengenai kewajiban. 
       Berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
NegeriSipil, hukuman disiplin adalah hukuman yang 
dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
 
 
  
 
Ada beberapa tingkat dan jenis hukuman disiplin menurut 
pasal 7, yaitu : 
1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari : 
a. Teguran lisan. 
       Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan 
dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh 
pejabat yang berwenang menghukum kepada 
Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran 
disiplin. Apabila seorang atasan menegur 
bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas 
sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin 
b. Teguran tertulis 
       Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis 
dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh 
pejabat yang berwenang menghukum kepada 
Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran 
disiplin. 
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 
       Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak 
puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis 
oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada 
Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran 
disiplin.
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2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari: 
a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 
satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa 
penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk 
masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk 
paling lama satu Tahun. Masa penundaan kenaikan 
gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan 
gaji berkala berikutnya. 
b. Penurunan gaji sebesar satukali kenaikan gaji 
berkala paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin 
yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali 
                                                             
44
Naskah Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang 
Disiplin Aparatur Sipil Negara. h.111. 
 kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa 
sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling 
lama satu Tahun. Setelah masa menjalani hukuman 
disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai 
Negeri sipil yang bersangkutan langsung kembali 
pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji 
tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala 
berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman 
disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji 
berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru 
diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat 
berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin. 
c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu 
Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penundaan 
kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-
kurangnya enam bulan danuntuk paling lama satu 
Tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat 
dipertimbangkan.
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3. Hukuman Disiplin Berat 
a. Penurunan pangkat 
       Pada pangkat setingkat lebih rendah untuk 
paling lama satu tahun. Hukuman disiplin yang 
berupa penurunan pangkat pada pangkat yang 
setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa 
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk 
paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani 
hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka 
pangkat Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan 
dengan sendirinya kembali pada pangkat yang 
semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum 
dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan 
pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk 
kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat 
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berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi 
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru 
dapat dipertimbangkan setelah Aparatur Sipil 
Negara yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu 
tahun dikembalikan pada pangkat semula. 
b. Pembebasan dari jabatan. 
       Pembebasan dari jabatan. Hukuman disiplin 
yang berupa pembebasan dari jabatan adalah 
pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari 
jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang 
yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan 
dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali 
tunjangan jabatan. 
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai ASN. 
       Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman 
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila 
memenuhi syarat masakerja dan usia pensiun 
menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun. 
d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. 
       Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman 
disiplin pemberhentian tidak dengan hormat maka 
kepada PNS tersebut tidak diberikan hak pensiunnya 
meskipun memenuhi syarat masa kerja usia 
pensiun.
46
 
       Pemberian hukuman disiplin ASN dilakukan oleh 
pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang 
menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan 
hukuman disiplin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Maka 
pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin 
adalah sebagai berikut: 
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 1. Presiden, untuk jenis hukuman disiplin : 
a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur 
Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama 
Muda golongan ruang IV/c ke atas. 
b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 
Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur Sipil Negara 
yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan 
ruang IV/c ke atas 
c. Pembebasan dari jabatan bagi Aparatur Sipil Negara 
yang memangku jabatan struktural eselon I, atau 
jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan 
pemberhentiannya berada di tangan Presiden. 
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi Aparatur 
Sipil Negara Pusat di lingkungannya masing-masing 
dan untuk Pegawai pada Pelaksana adalah Sekretaris 
Jenderal, kecuali jenis hukuman disiplin: 
a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara dan 
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 
Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina 
Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. 
b. Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau 
jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta 
pemberhenti annya berada di tangan Presiden. 
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, untuk 
semua Aparatur Sipil Negara Daerah di lingkungan 
masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin: 
a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara dan 
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 
Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina 
Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. 
b. Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau 
jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta 
pemberhentiannya berada di tangan Presiden. 
  
 
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten atau 
Kota, untuk semua ASN Daerah di lingkungan masing-
masing, kecuali untuk hukuman disiplin berupa 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai ASN dan pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagai ASN yang berpangkat Pembina Utama 
Muda golongan ruang IV/ckeatas, atau ASN Daerah 
yang menduduki jabatan yang wewenang 
pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan 
Presiden. 
5. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, 
bagi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yang 
dipekerjakan pada perwakilan Republik Indonesia di 
luar negeri, diperbantukan atau dipekerjakan pada 
Negara Sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar 
di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman 
disiplin berupa: 
a. Teguran lisan, 
b. Teguran tertulis, 
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis, dan 
d. Pembebasan dari jabatan. 
       Untuk lebih menjamin daya guna dan hasil guna yang 
sebesar-besarnya dalam pelaksanaan Peraturan Disiplin 
Aparatur Sipil Negara, maka Pejabat Pembina 
Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian 
Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenang 
penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat lain di 
lingkungan masing-masing, kecuali mengenai hukuman 
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri sebagai ASN dan pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai ASN yang berpangkat Pembina 
Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. Pendelegasian 
wewenang menjatuhkan hukuman disiplin dilaksanakan 
dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian 
yang bersangkutan.
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 D. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil 
Negara. 
1. Pemanggilan  
       Pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang melanggar 
disiplin harus dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga 
pejabat yang berwenang menghukum dapat 
mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman 
disiplin yang akan dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang 
bersangkutan. 
Cara pemanggilan itu dilakukan dengan cara: 
a. Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh 
atasan langsung atau tim pemeriksa. 
b. Pemanggilan secara tertulis bagi Pegawai ASN yuang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin. Dilakukan 
paling lambat tujuh hari kerja sebelum tanggal 
pemeriksaan. 
c. Apabila Pegawai ASN yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang 
bersangkutan diperiksa tidak hadir maka dilakukan 
pemanggilan kedua paling lambat tujuh hari kerja sejak 
tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada 
pemanggilan pertama. 
d. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat 
pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus 
memperhatikan waktu yang diperlukan untuk 
menyampaikan dan diterimanya surat panggilan. 
       Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan 
dalam surat pemanggilan kedua Pegawai ASN yang 
bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang 
berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin 
berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa 
dilakukan pemeriksaan.
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2. Pemeriksaan 
a. Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau 
tim pemeriksa mempelajari terlebih dahulu dengan 
seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai 
pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh 
Pegawai ASN yang bersangkutan. 
b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 
dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri 
oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan pemeriksa. 
c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin yang kewenangan penjatuhan 
hukuman disiplinnya menjadi wewenang Presiden dan 
Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin yang pemeriksaannya menjadi kewenangan 
Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur sebagai 
atasan langsungnya pemeriksaanya dilakukan oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur yang 
bersangkutan. Untuk mempercepat pemeriksaan Pejabat 
Pembina Kepegawaian atau Gubernur dapat 
memerintahkan Pejabat dibawahnya dalam lingkungan 
kekuasaanya untuk melakukan pemeriksaan teradap 
Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang 
diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak 
boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih 
rendah dari Pegawai ASN yang diperiksa. 
d. Pegawai ASN yang diperiksa karna diduga melakukan 
pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan 
yang diajukan oleh atasan langsungnya.  
e. Apabila Pegawai ASN yang diperiksa itu tidak mau 
menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan 
dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang 
dituduhkan kepadanya. 
f. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk Berita 
Acara Pemeriksaan. 
g. Apabila Pegawai ASN yang diperiksa mempersulit 
pemeriksaan maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk 
 menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti 
yang ada. 
h. Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata 
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin 
kepada Pegawai ASN merupkan kewenangan: 
1) Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan 
langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman 
disiplin. 
2) Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya 
wajib melaporkam secara hierarki disertai Berita 
Acara Pemeriksaan, laporan kewenangan, 
penjatuhan hukuman disiplin. 
i. Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman 
hukumannya sedang dan berat maka Pejabat pemindah 
Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dapat 
membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari atasan 
langsung, unsur pengawasan, unsur kepegawaian atau 
pejabat lain yang ditunjuk. 
j. Apabila atasan langsung dari Pegawai Aparatur Sipil 
Negara yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran 
tersebut maka yang menjadi anggota tim pemeriksa 
adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. 
k. Susunan tim pemeriksa terdiri dari: 
1) Satu orang ketua merangkap anggota. 
2) Satu orang sekretaris merangkap anggota. 
3) Paling tidak satu orang anggota, persyaratan untuk 
menjadi tim pemeriksa tidak boleh berpangkat atau 
memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai 
ASN yang diperiksa. 
l. Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas 
sampai proses pemeriksaan selesai terhadap suatu 
dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan seorang 
Pegawai ASN. 
m. Apabila diperlukan untuk mendapatkan keterangan yang 
lebih lengkap dan dalam upaya menjamin ojektivitas 
dalam pemeriksaan, atasan langsung, tim pemeriksa atau 
  
 
pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta 
keterangan dari oranglain. 
n. Untuk memperlancar pemeriksaan pegawai ASN yang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin dan 
kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya 
oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa 
sampai denngan ditetapkannya keputusan hukuman 
disiplin. 
o. Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan 
sebagaimana mestinya maka selama Pegawai ASN yang 
bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas 
jabatannya diangkat pejabat pelaksanaan harian. 
p. Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas 
jabatannya tetap masuk kerja dan diberi hak-hak 
kepegawaiannya. 
q. Apabila atasan langsung dari Pegawai ASN yang diduga 
melakukan pelanggaran disiplin tidak ada ataupun terjadi 
kekosongan maka untuk pembebasan sementara dari 
tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih 
tinggi atau secara berjenjang. 
r. Berita Acara Pemeriksaan harus ditanda tangani oleh 
atasan langsung atau tim pemeriksa dan Pegawai ASN 
yang diperiksa. Apabila ada isi Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) itu yang menurut pendapat Pegawai 
ASN yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang 
diucapkan maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa 
dan pemeriksa wajib memperbaikinya. 
s. Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia 
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita 
Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditanda tangani oleh 
pemeriksa dengan memberikan catatan dalam BAP, 
bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia 
menandatangani BAP. Walaupun Pegawai ASN yang 
diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani BAP 
tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan 
hukuman disiplin. 
 t. Pegawai ASN yang telah diperiksa berhak mendapat 
fotocopy Berita Acara Pemeriksaan. 
u. Pegawai ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan 
pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaan 
yang dilakakukan oleh atasan langsungnya sedangkan 
penjatuhan hukumannya tetap menjadi kewenangan 
kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 
       Dalam hal ini diperlukan kepala perwakilan Republik 
Indonesia di luar negeri dapat meminta kepada Pejabat 
Pembina Kepegawaian (PPK) Kementrian Luar Negeri 
untuk membentuk tim pemeriksa.
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3. Penjatuhan Hukuman Disiplin 
a. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya 
bersifat pembinann yaitu untuk memperbaiki dan 
mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai 
sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta 
memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Juga 
dimaksudkan agar PNS lainnya tidak melakukan 
pelanggaran disiplin. 
b. Pejabat yang berwenang menghukum sebelum 
menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari 
dengan teliti hasil hasil pemeriksaaan dan 
memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang 
mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan 
pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran 
disiplin tersebut. 
c. Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan 
sama, tetapi faktor-faktor yang mendorong dan dampak 
yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin itu berbeda, 
maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan 
berbeda. 
d. PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, 
haarus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan 
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pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman 
disiplin tidak harus secara berjenjang. 
       PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan 
dilingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang 
bukan menjadi kewenangannya.
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4. Penyampaian Hukuman Disiplin 
Upaya penyampaian hukuman disiplin dilakukan dengan: 
a. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan 
keputusan pejabat yang berwenang menghukum. 
b. Pada prinsipnya penyampaian keputsan hukuman 
disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang 
menghukum. 
c. Pegawai negeri sipil yang bersangkutan dipanggil secara 
tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman 
disiplin. 
d. Penyampaian keputusan hukaman disiplin dilakukan 
secara tertutup oleh pejabat yang berwenang 
menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada 
pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan 
tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi 
terkait. 
e. Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang 
menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman 
disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang 
menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk 
menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut, 
dengan ketentuan bahwa pangkat atau jabatannya tidak 
lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. 
f. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakaukan 
paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. 
g. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman 
tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman 
disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada 
yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang 
diketahui dan tercatat instansinya. 
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 h. Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan 
keputusan Presiden disampaikan kepada PNS yang 
dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan instansi 
induknya. 
       Hal-hal tersebut diatas adalah merupakan tata cara 
pemanggilan, pemeriksaan, dan penyampaian keputusan 
hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sedangkan 
ketentuan mengenai Tentara Nasional Indonesia dan 
Kepolisian Negara Indonesia akan diatur tersendiri 
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada instansi 
masing-masing.
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E. Upaya Hukum Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil 
Negara. 
1. Upaya Keberatan 
       Keberatan adalah upaya administratif yang dapat di 
tempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman 
disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang 
menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang 
menghukum.Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
35 ayat (1) Undang-Undang    Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
ASN, diajukan secara tertulis kepada atsan pejabat yang 
berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan 
dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang 
berwenang menghukum. 
       Pada pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka 
waktu 14 hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan 
menerima keputusan hukuman disiplin. 
Prosedur dan tata cara pengajuan keberatan adalah sebagai 
berikut : 
a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat 
yang berwenang menghukum dengan memuat alasan 
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keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat 
yang berwenang menghukum dan pejabat yang 
membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja. 
b. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka 
waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung mulai 
tanggal yang bersangkutan menerima keputusan 
hukuman disiplin. Keberatan yang diajukan melebihi 14 
(empat belas) hari kalender tidak dapat diterima. 
c. Pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima 
tembusan surat keberatan atas keputusan hukuman 
disiplin yang telah dijatuhkannya, harus memberikan 
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang 
bersangkutan. 
d. Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis kepada 
pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka 
waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang 
bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. 
e. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib 
mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh 
PNS yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling 
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai 
tanggal atasan pejabat yang berwenang menghukum 
menerima surat keberatan. 
f. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja pejabat 
yang berwenang menghukum tidak memberikan 
tanggapan atas keberatan tersebut, maka atasan pejabat 
yang berwenang menghukum mengambil keputusan 
berdasarkan data yang ada. 
g. Agar lebih obyektif dalam mengambil keputusan 
penjatuhan hukuman disiplin, atasan pejabat yang 
berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau 
meminta keterangan dari pejabat yang berwenang 
menghukum, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, 
dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. 
h. Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum 
memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, 
atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat 
 memperkuat, memperingan, memperberat, atau 
membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh 
pejabat yang berwenang menghukum. 
i. Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan 
hukuman disiplin, ditetapkan dengan keputusan atasan 
pejabat yang berwenang menghukum. 
j. Keputusan pejabat yang berwenang menghukum bersifat 
final dan mengikat dan wajib dilaksanakan. 
k. Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja 
atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak 
mengambil keputusan atas keberatan, maka keputusan 
pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum. 
l. Keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang 
batal demi hukum diberitahukan oleh pejabat yang 
membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja paling 
rendah pejabat structural eselon IV dan ditujukan kepada 
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. 
m. Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja, pejabat yang 
membidangi kepegawaian berkoordinasi dengan atasan 
pejabat yang berwenang menghukum tentang keberatan 
atas hukuman disiplin. 
       Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang 
tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan 
kepadanya lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, dijatuhi 
hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan 
setelah dilakukan pemeriksaan.
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2. Upaya Banding Administratif 
       Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil upaya 
administratif adalah upaya administratif yang dapat 
ditempuh oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak 
puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 
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pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN 
yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, 
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Berdasarkan 
pengertian tersebut, banding administratif hanya dapat 
diajukan apabila seorang Pegawai ASN dijatuhi hukuman 
disiplin: 
a. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai 
ASN tidak atas permintaan sendiri 
b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai 
ASN yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang 
menghukum. 
       Dengan demikian, tidak semua hukuman disiplin dapat 
diajukan banding administratif. Terhadap hukuman disiplin 
diluar dari kedua hal diatas, dapat mengajukan upaya 
administratif melalui mekanisme “keberatan”. Ketentuan 
mengenai upaya administratif dengan keberatan diatur 
dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010. 
Adapun hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya 
administratif adalah : 
1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : 
a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara 
kebawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa 
: penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) 
Tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 
(satu) Tahun 
b. Sekretaris Daerah/pejabat struktural eselon II 
Kab/Kota ke bawah/pejabat yang setara ke bawah, 
untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa : 
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) 
Tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 
1(satu) Tahun 
c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan 
instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain 
yang atasan langsungnya pejabat structural eselon I 
yang bukan PPK, untuk jenis hukuman disiplin 
sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala 
 selama 1 (satu) Tahun, dan penundaan kenaikan 
pangkat selama 1 (satu) Tahun 
d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan 
instansi vertikal dan kantor perwakilan provinsi dan 
unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada PPK, untuk jenis 
hukuman disiplin sedang berupa : penundaan 
kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) Tahun, dan 
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun. 
e. Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi 
vertical dan unit setara dengan sebutan lain yang 
atasan langsungnya pejabat structural eselon I yang 
bukan PPK dan yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada PPK, untuk jenis hukuman 
disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat 
lebih rendah selama 1 (satu) Tahun. 
       Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding 
administratif adalah yang dijatuhkan oleh PPK dan 
Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk jenis hukuman 
disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Aparatur Sipil 
Negara, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 
Pegawai Aparatur Sipil Negara. 
       Adapun proses dan tata cara Banding Administratif 
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) 
sebagai berikut : 
a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh PPK dan 
Gubernur berupa : pemberhentian dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian 
tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN, dapat 
mengajukan banding administratif kepada BAPEK 
b. Tenggang waktu banding administratif 14 hari sejak 
Keputusan hukuman disiplin diterima atau sejak tanggal 
seharusnya yang bersangkutan datang menerima 
Keputusan penjatuhan hukuman disiplin 
c. Banding administratif ditujukan kepada BAPEK dan 
tembusan kepada PPK 
  
 
d. PPK yang menerima tembusan banding administratif 
wajib memberi tanggapan dalam tempo 21 hari kerja. 
e. Banding Administratif harus memuat alasan dan bukti-
bukti alasannya. 
f. BAPEK harus mengambil keputusan dalam tempo 6 
bulan. 
g. Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan. 
h. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang mengajukan 
banding administratif gajinya tetap dibayarkan 
sepanjang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas. 
i. Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, 
Pegawai ASN yang bersangkutan harus mengajukan 
permohonan izin kepada PPK. 
j. Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai Aparatur Sipil 
Negara tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas 
menjadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkan 
dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya 
terhadap lingkungan kerja, yang ditetapkan dengan 
keputusan. 
k. PPK dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa 
kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan 
keputusan dapat atau tidaknya Pegawai ASN tersebut 
masuk kerja dan melaksanakan tugas. 
l. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang mengajukan 
banding administratif dan tetap masuk kerja dan 
melaksanakan tugas, apabila melakukan pelanggaran 
terhadap kewajiban dan larangan yang dapat dikenakan 
hukuman disiplin, maka PPK membatalkan keputusan 
tentang izin masuk kerja dan melaksanakan tugas bagi 
Pegawai ASN yang sedang melakukan banding 
administratif ke BAPEK, kemudian diikuti dengan 
penghentian pembayaran gaji. 
       Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif 
kepada BAPEK tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan 
gaji berkala, dan pindah instansi sampai dengan 
 ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap.
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BAB III 
LAPORAN PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Lampung Utara 
       Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara 
dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 
tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten 
Lampung utara. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung 
Utara dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
       Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara 
mempunyai tugas pokok yaitu: Melaksanakan Urusan 
Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum Berdasarkan 
Azas otonomi dan Tugas pembantuan. Untuk melaksanakan 
tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung 
Utara menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan tehnis 
dibidang Pekerjaan Umum, Penyelenggara Urusan 
Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pekerjaan 
Umum, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan 
Umum, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai tugas dan fungsinya. 
       Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan fungsi 
tersebut mempunyai tugas : 
1. Menyusun rumusan kebijakan teknis pembangunan dan 
pemeliharaan sarana/prasarana di bidang pekerjaan umum 
2. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana/ 
prasarana di  bidang pekerjaan umum 
3. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana/ 
prasarana di bidang pekerjaan umum 
4. Pengawasan pembangunan dan pemeliharaan sarana/ 
prasarana dibidang Pekerjaan umum 
5. Pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sarana/ 
prasaranadi bidang pekerjaan umum 
6. Pengelolaan administrasi perizinan pembangunan dan 
pemeliharaan sarana/prasarana dibidang pekerjaan umum. 
        Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sesuai 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 
7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara terdiri dari : 
1. Kepala Dinas  
2. Sekretariat Dinas,Membawahi : 
a. Sub Bagian Perencanaan 
b. Sub Bagian Keuangan. 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
3. Bidang Bina Marga, Membawahi : 
a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan 
b. Seksi Pemeliharaan Jalan  
c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembata 
4. Bidang Cipta Karya, Membawahi : 
a. Seksi Fasilitas Umum dan Prasarana Pemerintahan. 
b. Seksi Perumahan dan Permukiman 
c. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 
Permukiman 
5. Bidang Pengairan, Membawahi : 
a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bangunan 
Pengairan 
b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Bangunan 
Pengairan. 
c. Seksi Rehabilitasi Bangunan Pengairan. 
6. Bidang Alat Berat dan Perbekalan, Membawahi : 
a. Seksi Operasional Alat Berat 
b. Seksi Pemeliharaan Alat Berat 
c. Seksi Perbekalan  
7. Bidang Tata Ruang, Membawahi : 
a. Seksi Tata Ruang Daerah 
b. Seksi Tata Ruang Perkotaan 
c. Seksi Tata Ruang Kecamatan 
8. Kelompok Jabatan Fungsional 
a. UPTD Pengairan 
b. Laboratorium 
 
  
 
1.  Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Lampung Utara. 
       Rumusan visi dan misi jangka panjang Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Lampung Utara didasarkan pada isu 
strategis dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan 
jangka panjang daerah. 
 
1. Visi 
       Visi adalah: Pandangan jauh kedepan, kemana dan 
bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya, 
agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, 
serta produktif atau sesuatu gambaran yang menantang 
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra 
yang ingin di wujudkan oleh suatu instansi pemerintahan. 
       Dalam rangka menarik komitmen dan menggerakkan jajaran 
organisasi, menciptakan makna bagi organisasi, 
menciptakan standar keunggulan organisasi serta 
menjembatani keaaan sekarang dan keadaan sekarang dan 
keadaan masa depan, maka dirumuskan: Visi Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Yaitu: 
“MENJADI DINAMISATOR PEMBANGUNAN” 
2. Misi 
       Misi adalah: Suatu yang harus diemban atau 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai pnjabaran 
dari visi organisasi yang telah ditetapkan. Dengan 
pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh anggota 
organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat 
mengetahui dan mengenal keberaaan dan peran Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Utara, dalam penyelenggaraan 
tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, 
maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara 
memiliki misi sebagai berikut: 
a. Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat. 
b. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Bidang 
Pekrjaan Umum Yang Berhasil Guna Dan Berdaya 
Guna. 
 c. Mewujudkan Harmonisasi Pemanfaatan Ruang Daerah. 
d. Meningkatkan Kontribusi Pemakaian Alat-Alat Berat 
Dan Fasilitas Alkal Dalam Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah. 
 
2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Lampung Utara 
  
  
 
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Lampung Utara. 
1. Sekretariat 
       Sekretaris mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, 
administrasi keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan serta 
tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan. 
Sekretariat mempunyai tugas; 
a. Melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan 
kebijakan teknis, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan 
Umum  
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum. 
c. Membina mengawai dan melaksanakan administrasi 
umum, produk hukum dinas, pengendalian dan pelaporan. 
d. Melaksanakan dan mgengelola anggaran rutin rumah 
tangga  
e. Melakukan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, 
hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, 
protokol dan surat menyurat dinas, kearsipan dan 
perpustakaan  
f. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi . 
g. Melaksanakan koordinasi administrasi keuangan dan 
perlengkapan. 
h. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas. 
i. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta 
dampak pelaksanaan program dan kegiatan. 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
berkaitan dengan bidang tugasnya. 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
       Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai fungsi: 
melaksanakan kegiatan mengelola administrasi umum, 
kerumah tanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan 
serta administrasi kepegawaian. 
Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas: 
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan 
 lainnya yang berkaitan dengan urusan umum dan 
kepegawaian. 
b. Menyusun program kerja sub bagian. 
c. Menyelenggarakan kegiatan kerumah tanggaan yang 
meliputi: mempersiapkan rapat, menerima tamu, 
pelayanan telepon, kebersihan dan keamanan serta 
kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. 
d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan 
yang meliputi: 
1). Menginventarisasi, mengatur penggunaan, 
pemeliharaan, dan pengurusan barang inventaris. 
2). Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan 
dan usul penghapusan sarana prasarana dinas. 
3).   Menyusun laporan pengelolaan barang. 
 
e. Melaksanakan pengelolaaan ketatausahaan yang meliputi: 
1) Kegiatan surat menyurat, kearsipan, penyajian data, 
dokumentasi dan informasi 
2) Melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana 
perjalanan dinas. 
f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 
yang meliputi  
1) Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai  
2)  Pembuatan Daftar Nominatif Pegawai, File 
kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar 
Urut Kepangkatan (DUK), buku-buku penjagaan 
seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 
pensiun, kartu hukuman disiplin dan lain-lain. 
3)   Menyiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS, kenaikan 
pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti 
bebas tugas/ pensiun, perubahan gaji, hukuman 
disiplin tingkat ringan. 
4)   Memproses cuti tahunan, cuti bersalin, cuti hamil, cuti 
alasan penting, cuti di luar tanggungan Negara dan 
cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil di Dinas. 
5)    Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai. 
  
 
6)    Mengusulkan kenaikan Gaji Berkala Kepala Dinas. 
7)    Menyiapkan bahan penjatuhan hukuman disiplin bagi 
PNS di Dinas. 
8)  Menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai 
yang meliputi: pemberian tanda jasa, tabungan 
Asuransi Pensiun (Tapsen), Asuransi Kesehatan 
(Askes) dan tabuungan perumahan (Taperum), 
permintaan kartu pegawai (Karpeg), Kartu istri/Kartu 
Suami serta hal-hal lain yang berhubungan dengan 
kesejahteraan kepegawaian. 
9)   Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan 
kebutuhan pendidikan dan latihan. 
10) Mengusulkan ijin belajar, tugas belajar, pendidikan, 
latihan dan lain-lain yang berhubungan dengan 
peningkatan profesionalisme pegawai. 
11)  Mengusulkan dan menyelenggarakan kursus-kursus 
pegawai Dinas. 
12)  Mengusukan rencana kebutuhan kebutuhan pegawai. 
13)  Menyiapkan bahan pembinaan pegawai. 
14)  Menyaipkan Surat Perintah Dinas. 
15) Menyiapkan bahan, menyelenggarakan penilaian dan 
memproses penetapan angka kredit jabatan 
fungsional tertentu. 
3. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi 
       Sub bagian perencanaan dan evaluasi mempunyai fungsi 
melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dinas baik rutin 
maupun pembangunan sebagai pelaksanaan hasil rencana 
program kerja dan evaluasi. 
Sub bagian perencaan dan evaluasi mempunyai tugas yaitu: 
a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan 
lainnya yang berkaitan dengan urusan perencanaan. 
b. Menyusun program kerja sub bagian. 
c. Menyusun program kerja Dinas. 
d. Menyiapkan bahan dan memproses penyusunan Rencana 
Kerja Tahunan Dinas  
 e. Menyusun rencana program, monitoring dan evaluasi 
kegiatan 
f. Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan 
kegiatan program. 
g. Menyiapkan bahan dan memproses penyusunan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
h. Menyiapkan data dan informasi di bidang jasa 
konstruksi. 
i. Melaksanakan pembinaan di bidang jasa konstruksi 
j. Menyusun laporan pelaksanaan tuga sub bagian dan 
k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas. 
 
B. Implementasi  Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. 
1. Tingkat Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara       
       Pada bagian ini dibahas mengenai hasil penelitian 
tentang implementasi disiplin Aparatur Sipil Negara 
dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah di Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. 
Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara sudah 
berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
mengatur tentang disiplin ASN. Aparatur Sipil Negara 
yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Lampung Utara pada dasarnya sudah mematuhi aturan 
jam kerja yang sudah dibuat dalam aturan kedinasan. Jam 
kerja yang telah di tetapkan di Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Lampung Utara yaitu masuk kerja pada pukul 
07.30 WIB, waktu istirahat jam 12.00-13.00 WIB, lalu 
pulang kerja pada pukul 16.00 WIB. Tetapi sejak 
peraturan itu  berlaku tetap masih ada saja Aparatur Sipil 
Negara yang masih melanggar aturan jam kerja yang telah 
ditetapkan, misalnya ASN berinisial MD dan WS datang 
ke kantor terlambat pada pukul 09.00 WIB dan ASN yang 
bernama Alian Arsil tidak masuk kantor selama setahun. 
Untuk mengatasi pelanggaran disiplin yang sering terjadi 
  
 
terhadap Aparatur Sipil Negara maka Hi. Syahbudin, 
ST.MT selaku kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten 
Lampung Utara menerapkan aturan disiplin seperti: 
a. Memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar 
Disiplin. 
       Dalam hal pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil 
Negara yang melanggar aturan disiplin, pada tahun 
2017 sudah 3 orang yang dikenakan sanksi, dimana ada 
3 tingkatan pelanggaran yaitu: 
1). Pelanggaran Disiplin Ringan 
       ASN berinisial MD dan WS melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja yaitu 
sering datang terlambat ke kantor pada pukul 09.00 
WIB yang dimana dalam aturan jam kerja ASN 
harus masuk kerja jam 07.30 WIB. Akibat 
melakukan pelanggaran disiplin ringan ASN 
berinisial MD dan WS mendapatkan sanksi berupa 
teguran lisan  dan hukuman administratif oleh 
atasannya.
54
 
2). Pelanggaran Disiplin Sedang. 
       Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hi. 
Syahbudin, ST.MT selaku kepala dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Lampung Utara ASN yang 
bernama Alian Asril melakukan disiplin sedang 
karena tidak masuk kerja selama berbulan-bulan, 
Alian Arsil mendapatkan sanksi berupa penurunan 
gaji berkala selama setahun.
55
 
3). Pelanggaran Disiplin Berat. 
       Selain melakukan pelanggaran disiplin sedang 
ASN bernama Alian Asril melakukan pelanggaran 
disiplin berat yaitu tidak masuk kantor selama satu 
tahun, Alian Asril dikenakan sanksi isiplin berupa 
pembebasan dari jabatan sesuai dengan surat 
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b. Melaksanakan Pengawasan Melekat. 
       Pengawasan melekat bertujuan untuk membuat 
ASN sadar akan tanggung jawab atas pekerjaannya. Hi. 
Syahbudin, S.T., M.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Lampung Utara beliau 
menyampaikan pelaksanaan pengawasan melekat 
dilakukan dengan cara: 
1. Pemeriksaan oleh atasan secara langsung terhadap 
pekerjaan. 
2. Pekerjaan dilaksanakan wajib dilaporkan dan di 
pertanggung jawabkan. 
3. Mengevaluassi terhadap tugas-tugas bawahannya. 
4. Pemeriksaan secara langsung ketika sedang 
melakukan pekerjaan. 
5. Para pegawai harus izin kepada atasan ketika 
meninggalkan kantor. 
6. Pegawai harus melaksanakan dan menyelesaikan 
tugas dengan tepat waktu.
57
 
       Selain aturan disiplin mengenai sanksi dan 
pengawasan secara melekat, di Dinas Pekerjaan Umum 
juga mempunyai cara agar ASN dapat bersikap lebih 
disiplin dengan cara: 
1. Meningkatkan Disiplin Pegawai dengan Finger Print 
       Ferry Arfandi, sebagai staff Pegawai di Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupayen Lampung Utara 
memberikan penjelasan, untuk lebih meningktakan 
kedisiplinan pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Lampung Utara, absensi juga 
merupakan hal yang penting, oleh karena itu dalam 
implementasi absensi ASN di linkungan Dinas 
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Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara diadakan 
dua kali yaitu pagi hari yang di adakan pukul 07.30 
WIB dan pada waktu siang hari yang dilakukan pada 
pukul 14.00 WIB untuk melaksanakan apel pagi.
58
 
2. Memberikan Reward (penghargaan) kepada ASN yang 
disiplin 
       Untuk meningkatkan kinerja pegawai yang baik 
Hi. Syahbudin, S.T., M.T selaku Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara 
memberikan suatu apresiasi kepada 6 orang ASN yang 
bernama Ganda Wijaya, Lindha Reanny, Rio Alaska, 
Hendri Jaya, Isminarti Eka Putri, Basyaruddin karena 
mereka sangat mematuhi aturan dan pekerjaan yang 
dikerjakan sesuai apa yang diharapkan. Mereka 
diberikan penghargaan dalam bentuk material atau 
ucapan, penghargaan itu diberikan agar ASN dapat 
lebih semangat lagi dalam menjalankan tugas dan 
kewajibannya sebagai ASN.
59
 
 
2. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil 
Negara di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten lampung 
Utara 
a. Pemanggilan 
       Tata cara pemanggilan bagi pegawai ASN yang 
melakukan pelanggaran disiplin di Dinas Pekerjaan Umum 
kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan apa yang 
telah diatur dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010, pemanggilan dilakukan untuk 
pemeriksaan bagi Pegawai ASN yang telah melakukan 
pelanggaran disiplin. 
       Menurut Isminarti Ika Putri, S.T.M.M selaku Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian pemanggilan ini berlaku 
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 sampai dengan tujuh hari kerja sebelum tanggal 
pemeriksaan. Apabila ASN tersebut tidak juga memenuhi 
panggilan secara tertulis yang pertama, maka akan 
dilakukan pemanggilan secara tertulis tahap kedua tujuh 
hari kerja sejak tanggal seharusnya maka ASN yang 
melakukan pelanggaran disiplin diperiksa pada 
pemanggilan pertama. 
       Namun apabila ASN yang melakukan pelanggaran 
disiplin tidak juga hadir pada pemanggilan tahap pertama 
dan kedua maka pejabat yang bersangkutan berhak 
menjatuhkan hukuman bagi ASN yang melakukan 
pelanggaran disiplin berdasarkan keterangan yang ada tanpa 
dilakukan tahap pemeriksaan, hal ini sesuai dengan pasal 23 
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
b. Pemeriksaan 
       Tata cara Pemeriksaan ASN yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin diatur dalam pasal 24 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebelum ASN dijatuhi 
hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa 
terlebih dahulu  ASN yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin. 
       Ferry Arfandi sebagai Staff Pegawai Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Lampung Utara menambahkan bahwa 
pada tahap pemeriksaan ini Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Lampung Utara telah mengikuti seperti apa yang 
telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 tahun 2010 bahwa, pemeriksaan bagi ASN yang 
melakukan Pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup 
dah hasilnya akan dituangkan dalam berita acara 
pemeriksaan.
60
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c. Penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin 
        Menurut Bapak Yedo Arfandi selaku staf pegawai di 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam 
melakukan proses pemeriksaan pejabat yang berwenang 
melakukan serangkaian berupa cross check pelanggar, 
mendengar pernyataan langsung dari ASN yang melakukan 
pelanggaran disiplin, mendengar atau meminta keterangan 
dari pihak lain agar dapat objektif dalam melakukan 
penjatuhan hukuman. Tujuan yang hendak dicapai dalam 
melakukan penjatuhan hukuman adalah agar ASN tersebut 
tidak mengulangi dan apabila telah memenuhi kategori 
hukuman berat ASN tersebut dapat di berhentikan.
61
 
 
3. Pejabat Yang Berwenang Menghukum 
       Sesuai hasil penelitian yang didapat ASN yang melakukan 
pelanggaran disiplin bernama Alian Asril menduduki jabatan 
Fungsional  Umum golongan III/a tergabung sebagai anggota 
tim PHO Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Lampung Utara dijatuhi hukuman Disiplin sedang 
dan Disiplin Berat berupa penurunan gaji berkala selama satu 
tahun dan pembebasan dari jabatan. Maka pejabat yang 
berwenang menghukum adalah: 
a. Sekretaris Daerah karena menetapkan penjatuhan hukuman 
disiplin bagi salah satunya fungsional umum golongan 
ruang II/c sampai dengan III/b dilingkungannya untuk jenis 
hukuman disiplin sedang. 
b. Bupati Lampung Utara menetapkan penjatuhan hukuman 
disiplin bagi salah satunya Pejabat Fungsional umum 
golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d 
dilingkungannya untuk jenis hukuman disiplin berat. 
       Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan 
hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran 
disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 15, apabila 
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 pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan 
hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran 
disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh 
atasannya, apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang 
menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman 
disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
62
 
4. Upaya Hukum Pegawai ASN 
       Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya 
Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil upaya 
administratif adalah upaya yang dapat ditempuh oleh Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang tidak puas terhadap hukuman 
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat 
sebagai Pegawai ASN yang dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan 
Kepegawaian. 
      Berdasarkan hasil dari media internet terkait pelanggaran 
disiplin yang dilakukan oleh Alian Asril, bahwa Alian Asril 
Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sedang 
dan disiplin berat mengajukan upaya hukum berupa upaya 
administratif melalui mekanisme keberatan yang diatur dalam 
pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Alian 
Asril mengajukan Upaya keberatan kepada Pemerintah 
Kabupaten Lampung Utara, melalui Sekertaris Daerah, Kepala 
Bagian Kepegawaian Daerah dan bagian hukum dan sampai 
sekarang upaya keberatan yang diajukan oleh Alian Asril tidak 
mendapatkan hasil. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. 
       Implementasi disiplin Aparatur Sipil Negara dalam 
lingkup Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Lampung Utara. Disiplin sangat penting 
untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk 
memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam 
melaksanakan pekerjaan, baik secara perorangan maupun 
kelompok. Dengan adanya kesadaran dalam 
mengimplementasikan aturan-aturan kantor yang diwujudkan 
dalam disiplin yang tinggi, faktor utama untuk mencapai 
produktivitas kerja yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin 
kerja dari pegawai. Faktor-faktor pelaksanaan disiplin kerja 
pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung 
Utara adalah datang dari diri pegawai itu sendiri misalnya, 
pegawai datang ke kantor dengan tertib, teratur dan tepat 
waktu sehingga disiplin kerja dapat berlangsung dengan baik. 
       Berdasarkan hasil penelitian penulis, Hi. Syahbudin, 
ST.MT selaku kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten 
Lampung Utara beliau memberikan penjelasan mengenai 
implementasi Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. Beliau telah 
menerapkan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang yaitu 
dengan cara memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil 
Negara yang melanggar disiplin, baik itu pelanggaran 
disiplin ringan maupun pelanggaran disiplin berat dan beliau 
juga menjelaskan bahwasanya Aparatur sipil Negara yang 
mematuhi aturan disiplin dan bekerja dengan professional 
maka ASN tersebut akan mendapat penghargaan (reward) 
berupa ucapan atau material. Selain itu dalam meningkatkan 
disiplin bagi ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Lampung Utara Hi. Syahbudin, ST.MT selaku Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara melakukan 
pengawasan secara langsung terhadap bawahannya agar 
 tugas yang diberikan kepada bawahannya tersebut berjalan 
dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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       Implementasi disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara sebenarnya 
sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang disiplin pegawai, tetapi 
peraturan ini belum berjalan secara optimal karena masih ada 
ASN yang melanggar aturan disiplin yang disebabkan oleh 
tidak meratanya pembagian tugas yang diembankan kepada 
ASN itu sendiri, terbukti dengan adanya beberapa ASN yang 
berkeliaran pada jam kantor. 
 
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Disiplin 
Aparatur Sipil    Negara di Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Lampung Utara. 
       Implementasi disiplin sangat berkaitan dengan kaidah 
Good Governance yang dimana kaidah tersebut 
berorientasikan pada 2 hal pertama yaitu pencapaian tujuan 
nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) 
dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakekatnya 
penyelenggaraan pemerintahan atau kepemerintahan 
ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan  publik. Agar 
suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka 
norma-norma yang harus dipenuhi  adalah adanya partisipasi, 
efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, 
transparansi, responsifitas, dan adanya visi. Dan 
implementasi disiplin Aparatur Sipil Negara juga harus 
didasari oleh sikap Profesional. Dalam ajaran Islam, sikap 
professional itu dapat dikaitkan dengan pengertian “itqon” 
yang berasal dari kata yang seakar dengan “taqwaa”. Dalam 
salah satu hadits nabi dikatakan : 
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Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT 
mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqân 
(profesional) dalam pekerjaannya.” (HR Baihaqi ).64 
       Pada bagian ini dibahas mengenai hasil penelitian 
tentang Hukum Islam terhadap Implementasi Disiplin 
Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Lampung Utara. Dalam hukum Islam Implementasi disiplin 
yang diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Lampung Utara sudah sesuai dengan syari‟at Islam, dimana 
para Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan disiplin 
sudah dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang mereka 
lakukan   dan yang mengerjakan tugasnya dengan baik akan 
mendapatkan reward (penghargaan). Hal ini berkenaan 
dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 
yang menjelaskan tentang sanksi: 
                        
      ( ةلزلزلا : 
  Artinya: 7). Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan 
seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. 
8). dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 
dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.
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       Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kepala dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara (ulil amri) 
sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini 
berkaitan dengan hadits yang berbunyi: 
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Artinya : “Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar 
rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin 
dan akan diminta pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta 
pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. 
Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang 
dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga 
suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan 
tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga 
yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga 
akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian 
pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) 
darihal hal yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).66 
              Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin 
(ulil amri) maka diharapkan kesadaran dalam 
mengimplementasikan aturan-aturan disiplin kantor yang 
telah di atur oleh Undang-Undang dapat sepenuhnya 
dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (tabi‟in). Disiplin 
yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap suatu 
produktivitas kerja. Faktor utama untuk mencapai 
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produktivitas yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin kerja 
pegawai, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor 
penentu bagi keberhasilan dan kemajuan dan mencapai 
tujuan organisasi. Faktor-faktor pelaksanaan tinjauan hukum 
Islam terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Lampung Utara adalah datang dari aturan 
yang dibuat pemimpin (ulil amri) dan diri pegawai (tabi‟in) 
itu sendiri misalnya, pegawai datang ke kantor dengan tertib, 
teratur dan tepat waktu sehingga disiplin kerja, dengan 
berpakaian rapi ditempat kerja maka susunan kerja akan 
terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam bekerja akan 
tinggi. Menggunakan perlengkapan kantor maka kantor maka 
kerusakan yang mengakibatkan kerugian akan dapat dicegah. 
Memiliki tanggung jawab yang tinggi, dengan 
bertanggungjawab terhadap segala tugasnya menunjukan 
displin kerja yang baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap 
permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 
: 
1. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan Peraturan   pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil  di Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara telah 
diimplementasikan sejak peraturan tersebut diberlakukan. 
Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum 
optimal dilaksanakan karena masih ada beberapa Aparatur 
Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Lampung Utara yang masih melakukan pelangaran 
disiplin. ASN di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Lampung Utara memiliki peran besar dalam 
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam 
meningkatkan disiplin pegawai terhadap jam kerja. Tidak 
maksimalnya kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Lampung Utara dalam pengawasan 
disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan 
pembinaan dan tidak meratanya menjadi teladan bagi 
Pegawai Negeri Sipil menyebabkan disiplin Pegawai 
Negeri Sipil terhadap ketentuan disiplin masih belum 
berjalan dengan lancar. 
2. Tinjauan hukum Islam dalam mewujudkan implementasi 
disiplin aparatur sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Lampung Utara sudah berjalan dengan baik, 
terbukti dengan adanya penerepan aturan disiplin sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku, aparatur sipil negara 
(tabi‟in) yang melanggar aturan disiplin sudah diberikan 
sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan, 
dan Kepala Dinas (ulil amri) sudah bersikap amanah dan 
profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 
  
 
dengan melakukan pengawasan secara melekat dan 
reward yang diberikan terhadap ASN yang mematuhi 
aturan disiplin, tetapi Kepala Dinas (Ulil Amri) kurang 
memperhatikan tentang pembagian tugas terhadap ASN 
yang dipimpinnya sehingga walaupun pelaksanaannya 
sudah baik tetapi hal itu menjadikan implementasi tidak 
berjalan secara optimal. Dengan adanya pemerataan tugas 
yang diembankan kepada ASN maka diharapkan aturan 
disiplin dapat di terapkan secara optimal.  
 
B. Saran 
1. Pimpinan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung 
Utara yang meliputi Kepala Bagian dan Subbagian perlu 
melakukan pengawasan intensif terhadap para 
bawahannya untuk mentaati ketentuan kerja, dimana pada 
saat yang sama pimpinan juga harus mentaati ketentuan 
kerja terkecuali dengan alasan tertentu. Hal ini dilakukan 
sebagai bentuk keteladanan pimpinan dalam 
melaksanakan disiplin jam kerja terhadap para bawahan. 
2. Sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini disosialisasikan 
untuk pembangunan ASN yang diarahkan untuk 
menciptakan ASN yang lebih efisien, bersih dan 
berwibawa serta mampu mengimplementasikan seluruh 
tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 
3. Sebaiknya ada pembinaan yang rutin untuk ASN pada 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam 
upaya peningkatan kesadaran kedisiplinan sebab dengan 
melakukan pembinaan diharapkan dapat berpengaruh 
terhadap sikap dan perilaku para pegawai. Dan pembinaan 
ini sebaiknya dilakukan dengan serius karena untuk 
membangun ASN yang berkualitas. 
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